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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH 

PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017-2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum 

kabupaten/kota, infrastruktur (panjang jalan), pertumbuhan PDRB, dan investasi 

terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat tahun 2015-2019. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan regresi data panel 

dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aglomerasi industri tertinggi berada pada Kota Banjar dan Kota Cirebon. 

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa upah minimum kabupaten/kota 

berpengaruh negatif dan signifikan serta pertumbuhan PDRB berpengaruh positif 

dan signifikan. Sedangkan infrastruktur (panjang jalan) serta investasi tidak 

berpengaruh terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat tahun 2015-2019. 

 

Kata Kunci: aglomerasi industri, upah minimum kabupaten/kota,     pertumbuhan 

pdrb, infrastruktur (panjang jalan), investasi 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of district/city minimum wages, 

infrastructure (road length), GRDP growth, and investment on industrial 

agglomeration in West Java in 2015-2019. This research uses secondary data 

which is analyzed using panel data regression with Fixed Effect Model (FEM) 

approach. The results showed that the highest industrial agglomeration was in 

Banjar City and Cirebon City. Based on the results of the analysis, it can be 

explained that the district/city minimum wage has a negative and significant effect 

and GRDP growth has a positive and significant effect. Meanwhile, infrastructure 

(road length) and investment have no effect on industrial agglomeration in West 

Java in 2015-2019. 

 

Keywords: industrial agglomeration, regency/city minimum wage, grdp growth, 

infrastructure (length of road), investment 

 

1. PENDAHULUAN 

Industri adalah usaha atau kegiatan suatu perusahaan yang mengolah bahan 

mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memilki nilai tambah 

untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya industri tekstil merupakan perusahaan 

yang mengolah bahan baku tekstil menjadi barang tekstil setengah jadi dan 

kemudian menjadi barang tekstil yang sudah jadi. 

Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah dimana potensi dan 

kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan mereka dan mereka mendapat 

manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan (Sodik dan Dedi, 2007). 
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Wilayah industri cenderung berlokasi di dalam dan di sekitar kota, karena industri 

cenderung beraglomerasi di wilayah yang mempunyai potensi dan kemampuan 

daerah yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Salah satu faktor yang menjadi 

ukuran terjadinya aglomerasi disuatu wilayah adalah banyaknya industri di 

wilayah tersebut. 

Pulau Jawa merupakan pulau yang paling dominan peranannya dalam 

sektor industri dibanding pulau lain. Daerah-daerah industri utama di Pulau Jawa 

terletak di bagian Barat (Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat) serta bagian 

Timur (Surabaya, Jawa Timur). Pulau Jawa banyak memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan sektor industri di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari 

Tabel 1 yang membuktikan bahwa Pulau Jawa menjadi salah satu bagian terbesar 

dalam kemajuan sektor industri di Indonesia. 

Tabel 1. Jumlah Industri Besar dan Sedang (IBS) di Jawa dan Luar Jawa 

Tahun 2014-2018 (Unit) 

Lokasi                   2014         2015          2016            2017          2018  

  Jawa                    20.256      21.460       28.542        27.417      24.489 

  Luar Jawa              4.273        4.862        6.621          6.160        5.626 

  Jumlah               24.529      26.322      35.163        33.577       30.115 

 

Pada Tabel 1-1 industri besar dan sedang di Jawa dan luar Jawa, terlihat 

bahwa jumlah industri besar dan sedang di Jawa tahun 2014 sebesar 20.256 unit, 

tahun 2015 sebesar 221.460 unit, tahun 2016 sebesar 28.542 unit, tahun 2017 

sebesar 27.417 unit, tahun 2018 sebesar 24.489 unit. Dari tahun 2014-2018 

jumlah industri besar dan sedang di Jawa setiap tahun mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan jumlah industri besar dan sedang di luar Jawa, hal tersebut 

dapat menjadi indikasi bahwa Pulau Jawa merupakan daerah industri terbesar di 

Indonesia. 

Dari 74 kawasan industri yang tersebar di Indonesia, diantaranya 

disumbang dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 industri. Jika dilihat dari sisi 

luas wilayah yang mencapai 31.000 hektar luas industri di dalam negeri maka 

23.000 hektar diantaranya berada di Provinsi Jawa Barat (Silaen dan Astrid, 

2015).  Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, rata-rata jumlah 
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industri di Provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat di 

Gambar 1-2 jumlah industri di Provinsi Jawa Barat. 

 

Gambar 1. Jumlah Industri di Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Unit) 

Berdasarkan Gambar 1 jumlah industri di Jawa Barat tahun 2015 sebesar 

208.081 unit, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 210.757 unit, pada 

tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 214.026 unit, dan pada tahun 2019 

mengalami kenaikan sebesar 214.560 unit. Dilihat dari data jumlah industri 

Provinsi Jawa Barat maka dapat dikatakan bahwa jumlah industri di Provinsi Jawa 

Barat setiap tahun mengalami kenaikan. 

Menurut Emalia (2017) faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya 

aglomerasi industri di Provinsi Jawa Barat yaitu upah, dimana upah merupakan 

biaya input yang harus dikeluarkan oleh perusahaan memiliki kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mendukung dan melindungi kedua belah 

pihak. Penetapan UMK yang terlalu tinggi di suatu daerah akan menyebabkan 

peningkatan biaya produksi. Infrastruktur (panjang jalan) juga berpengaruh 

terhadap terjadinya aglomerasi di Provinsi Jawa Barat. Selain UMK dan 

infrastruktur (panjang jalan), pertumbuhan PDRB juga berpengaruh terhadap 

terjadinya aglomerasi di Provinsi Jawa Barat.  

Menurut Silaen dan Astrid (2015), investasi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan sektor industri karena investasi merupakan pengeluaran untuk 

menambah atau mempertahankan stok barang modal. Sehingga investasi akan 

mempengaruhi pertumbuhan sektor industri. Investasi dalam penelitian ini 

208.081

210.757

213.291
214.026 214.560

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun

Unit
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menggunakan total investasi pada sektor industri kabupaten/kota di Jawa Barat 

tahun 2015-2019. 

 

2. METODE 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, 

Infrastruktur (Panjang Jalan), Pertumbuhan PDRB, dan Investasi terhadap 

Aglomerasi Industri di Jawa Barat selama kurun waktu 2015-2019. Adapun model 

ekonometrik yang digunakan merupakan modifikasi dari model Salsabila, dkk 

(2019) dan Emalia (2017), yang formulasi akhir model ekonometriknya adalah 

sebagai berikut: 

AGit = β0 + β1 logUMKit + β2 logINFRAit + β3 GPDRBit + β4 logINVit + ɛit       (1) 

 

di mana: 

𝐴𝐺  = Aglomerasi Industri (Angka Indeks) 

UMK  = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)  

INFRA  = Infrastruktur (Panjang Jalan/Km) 

GPDRB = Pertumbuhan PDRB (Persen) 

INV  = Investasi (Rupiah)  

𝛽0  = Konstanta 

𝛽1,𝛽2,𝛽3, 𝛽4 = Koefisien regresi variabel independen 

i    = Provinsi ke i  

t   = Tahun ke i 

ε   = Error Term (faktor kesalahan) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Uji Pemilihan Model Terestimasi 

3.1.1. Uji Chow 

Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Chow 

Effect Test Statistic    d.f. Prob. 

Cross-section F 57,415300 (26, 104) 0,0000 
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Berdasarkan Tabel 2, terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F sebesar 0,0000 (< 0,01), jadi H0 ditolak. Kesimpulan, model 

terestimasi terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM). 

3.1.2. Uji Hausman 

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Hausman 

Test Summary    Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 7,267310 4 0,1224 

 

Dari Tabel 3, terlihat bahwa nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F sebesar 0,1224 (> 0,10), jadi H0 diterima. Kesimpulan, model 

terestimasi terbaik adalah Random Effect Model (REM). 

Tabel 4. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM) 

AGit = - 4,220871 + 0,367409 LOG(UMK)it + 0,022946 LOG(INFRA)it  

                              (0,0089)*                      (0,5406) 

- 0,043643 GPDRBit - 0,001980 LOG(INV)it 
              (0,1358)                   (0,7868)                                         

R2 = 0,098814; Adj. R2 = 0,071086; F-Stat = 3,563606; Prob. F-Stat. = 0,008580 

Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; 

***Signifikan pada α = 0,10. 

 

Pada uji Chow Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model terbaik. 

Sedangkan pada uji Hausman Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model 

terbaik. Dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model (REM) terpilih sebagai 

model terbaik. Hasil estimasi Random Effect Model (REM) terlihat pada Tabel 4. 

3.2. Uji Kebaikan Model 

3.2.1. Uji Eksistensi Model Terestimasi FEM 

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F sebesar 0,008580 (≤ 0,01) maka H0 ditolak. Kesimpulan, model 

terestimasi Random Effect Model (REM) adalah eksis. 

3.2.2. Interpretasi Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dari 

Tabel 4 terlihat nilai R2 sebesar 0,098814 atau 9,88%, artinya variabel upah 

minimum kabupaten/kota, infrastruktur (panjang jalan), pertumbuhan PDRB, dan 
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investasi dapat menjelaskan variabel aglomerasi industri sebesar 9,88%. 

Sedangkan sisanya 90,12% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

ke dalam model. 

3.3. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel t-Statistic Prob. Kriteria Kesimpulan 

Log(UMK) -0,379764 0,0089 < 0,10 Signifikan pada α = 0,01 

Log(INFRA)  0,060172 0,5406 > 0,10 Tidak signifikan 

GPDRB 

Log(INV) 

 0,075934 

 0,007941 

0,1358 

0,7868 

> 0,10 

> 0,10 

Tidak signifikan 

Tidak signifikan 

 

3.4. Interpretasi Ekonomi 

3.4.1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Aglomerasi Industri 

Berdasarkan uji validitas pengaruh membuktikan upah minimum kabupaten/kota 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Artinya apabila upah 

minimum kabupaten/kota naik maka aglomerasi industri akan mengalami 

kenaikan dan begitupun sebaliknya, jika upah minimum kabupaten/kota turun 

maka aglomerasi industri akan mengalami penurunan. 

Berbeda dengan penelitian Zuliastri, dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

UMP yang semakin kecil akan mempercepat terjadinya aglomerasi industri 

unggulan. Kenaikan upah tenaga kerja yang signifikan menyebabkan penurunan 

tingkat aglomerasi industri. Hal ini dikarenakan industri yang teraglomerasi di 

berbagai wilayah di Indonesia merupakan industri yang memiliki kecenderungan 

padat karya. Jika upah tenaga kerja meningkat maka permintaan tenaga kerja akan 

berkurang dan menyebabkan berpindahnya suatu lokasi industri sehingga 

aglomerasi industri (konsentrasi spasial) akan menurun. 

3.4.2. Infrastruktur (Panjang Jalan)  terhadap Aglomerasi Industri 

Berdasarkan uji validitas pengaruh membuktikan infrastruktur (panjang jalan) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. 

Infrastruktur (panjang jalan) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

aglomerasi industri, dapat disebabkan karena infrastruktur (panjang jalan) setiap 
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tahunnya tidak selalu mengalami perubahan atau peningkatan pada kondisi 

jalannya sehingga naik turunnya infrastruktur (panjang jalan) belum mampu 

menopang aglomerasi industri. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emalia (2017) yang 

menyatakan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

aglomerasi industri, hal tersebut dapat menjelaskan bahwa panjang jalan 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian. Distribusi 

faktor produksi maupun barang dan jasa hasil produksi sangat tergantung dari 

keberadaan infrastruktur jalan. 

3.4.3. Pertumbuhan PDRB terhadap Aglomerasi Industri 

Berdasarkan uji validitas pengaruh membuktikan pertumbuhan PDRB tidak 

berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salsabila, dkk (2019) yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan PDRB tidak signifikan terhadap Aglomerasi.  

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Zuliastri, dkk (2013) ) yang 

menyatakan bahwa keputusan suatu industri untuk beraglomerasi atau 

terkonsentrasi secara spasial di suatu lokasi, PDRB tidak berpengaruh secara 

langsung. Hal ini dikarenakan keputusan industri untuk beraglomerasi lebih 

dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja yang merupakan input utama dalam 

kegiatan produksi dan besarnya upah yang berdampak pada biaya produksi. 

3.4.4. Investasi terhadap Aglomerasi Industri 

Berdasarkan uji validitas pengaruh membuktikan investasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan hipotesis penelitian. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penlitian yang dilakukan oleh Zuliastri, 

dkk (2013) yang menyatakan bahwa proporsi investasi total tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pembentukan aglomerasi industri di suatu daerah. Hal ini 

dikarenakan kontribusi realisasi total nilai investasi dalam negeri dan asing 

terhadap nilai PDRB yang dihasilkan di tiap provinsi sangat kecil sehingga tidak 

memengaruhi terjadinya aglomerasi industri. Sehingga apabila investasi naik 
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maka aglomerasi industri akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika investasi 

turun maka aglomerasi industri akan mengalami penurunan. 

3.4.5. Analisis Aglomerasi Industri Antar Wilayah 

Terdapat 3 wilayah yang teraglomerasi sedang (angka Indeks Balassa 2 dan 4) 

yaitu Kota Bekasi dengan nilai sebesar 1,278988. Kota Bandung dengan nilai 

sebesar 1,228623. Kemudian Kabupaten Cirebon dengan nilai sebesar 1,169082. 

Terdapat 9 wilayah yang teraglomerasi lemah (angka Indeks Balassa 1 

sampai 2) yaitu Kabupaten Garut dengan nilai sebesar 0,659966. Kabupaten 

Bandung dengan nilai sebesar 0,524702. Kabupaten Purwakarta dengan nilai 

sebesar 0,512100. Kabupaten Indramayu dengan nilai sebesar 0,421320. 

Kabupaten Cianjur dengan nilai sebesar 0,405113. Kota Depok dengan nilai 

sebesar 0,363463. Kabupaten Bogor dengan nilai sebesar 0,315638. Kabupaten 

Tasikmalaya dengan nilai sebesar 0,207323. Kemudian Kabupeten Subang 

dengan nilai sebesar 0,160854.  

Terdapat 14 wilayah yang tidak terjadi aglomerasi (angka Indeks Balassa 0 

sampai 1) yaitu Kabupaten Majalengka dengan nilai sebesar 0,059325. Kabupaten 

Sukabumi dengan nilai sebesar -0,090069. Kabupaten Ciamis dengan nilai sebesar 

-0,108139. Kabupaten Bandung Barat dengan nilai sebesar -0,226211. Kabupaten 

Kuningan dengan nilai sebesar -0,249523. Kabupaten Sumedang dengan nilai 

sebesar -0,254463. Kota Tasikmalaya dengan nilai sebesar -0,271973. Kabupaten 

Karawang dengan nilai sebesar -0,623682. Kota Cimahi dengan nilai sebesar -

0,630395. Kota Cirebon dengan nilai sebesar -0,645246. Kabupaten Pangandaran 

dengan nilai sebesar -0,667235. Kota Sukabumi dengan nilai sebesar -0,692526. 

Kota Banjar dengan nilai sebesar -0,704830. Kemudian Kota Bogor dengan nilai 

sebesar -0,707778. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel tentang pengaruh upah minimum 

kabupaten/kota, infrastruktur (panjang jalan), pertumbuhan PDRB, dan investasi 
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terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat tahun 2015-2019, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil uji pemilihan model estimator terbaik membuktikan bahwa Random 

Effect Model (REM) merupakan model terpilih. 

b. Berdasarkan uji kebaikan model pada model pendekatan Random Effect 

Model (REM) menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

sebesar 0,098814 atau 9,88%, artinya variabel upah minimum 

kabupaten/kota, infrastruktur (panjang jalan), pertumbuhan PDRB, dan 

investasi dapat menjelaskan variabel aglomerasi industri sebesar 9,88%. 

Sedangkan sisanya 90,12% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model. 

c. Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap 

aglomerasi industri di Jawa Barat. Sedangkan variabel infrastruktur (panjang 

jalan), pertumbuhan PDDRB, dan investasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat. 

d. Berdasarkan uji eksistensi model (uji F) menunjukkan bahwa model 

terestimasi Random Effect Model (REM) adalah eksis pada tingkat α sebesar 

0,01.  

e. Berdasarkan hasil regresi Random Effect Model (REM) diketahui bahwa 

pengaruh upah minimum kabupaten/kota, infrastruktur (panjang jalan), 

pertumbuhan PDRB, dan investasi terhadap aglomerasi industri di Jawa 

Barat, maka Kota Bekasi cenderung memiliki aglomerasi industri yang lebih 

tinggi dengan nilai efek koefisien konstanta sebesar -2,941883. Sedangkan 

Kota Bogor cenderung memiliki aglomerasi industri lebih rendah dengan nilai 

efek koefisien konstanta sebesar -4,928649. 

4.2.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Melihat besarnya pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap 

aglomerasi industri di Jawa Barat. Maka pemerintah diharapkan dapat 
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mewujudkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota setiap tahunnya, agar 

para pekerja dapat memenuhi kebutuhannya yang diimbangi dengan 

kenaikan-kenaikan harga yang selalu meningkat.  

b. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan aglomerasi industri di Jawa Barat 

diharapkan lebih berfokus pada infrastruktur (panjang jalan), karena variabel 

tersebut berpengaruh positif terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat. 

Dengan adanya infrastruktur (panjang jalan) yang baik maka akan 

meningkatkan aglomerasi industri yang lebih tinggi, karena distribusi faktor 

produksi maupun barang dan jasa hasil produksi sangat tergantung dari 

keberadaan infrastruktur jalan. 

c. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan aglomerasi industri di Jawa Barat 

dapat mempertimbangkan tingginya pertumbuhan PDRB dan investasi, 

karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata, maka dapat 

meminimalkan terjadinya ketimpangan ekonomi di daerah-daerah tertinggal 

dan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB di Jawa Barat. Sedangkan 

dengan adanya investasi yang tinggi di sektor industri, maka ada kemampuan 

untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan output, 

pendapatan dan tenaga kerja. 

d. Kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait aglomerasi industri, 

sebaiknya dapat menambah atau menggunakan variabel-variabel lain agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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